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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori       

1. Fraud Triangle Theory 

Dorongan seseorang melakukan tindakan fraud relatif beragam. 

Salah satu teori yang mengungkapkan dorongan seseorang melakukan 

tindakan fraud ialah fraud triangle theory yang diperkenalkan pertama kali 

oleh psikolog Cressey (1953). Dalam teorinya, Cressey (1953) dalam 

Maulana (2020) menyebutkan bahwa terdapat tiga dimensi yang 

mengungkapkan alasan seseorang melakukan tindakan fraud, 

diantaranya:”tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan pembenaran 

(rationalization). Dimensi tersebut membentuk konsep yang dapat 

menjelaskan faktor-faktor penyebab fraud. Faktor-faktor tersebut antara 

lain:” 

a. Tekanan (Pressure) 

Tekanan merupakan motivasi atau dorongan pada diri individu 

untuk melakukan tindakan kecurangan. Motivasi atau dorongan seorang 

individu melakukan kecurangan bisa berupa tekanan emosional, tekanan 

finansial, dan tekanan lingkungan. 

b. Kesempatan (Opportunity) 

Kesempatan dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi yang 

dapat membuka peluang bagi individu untuk melakukan tindak 

kecurangan. Kemungkinan kesempatan timbul karena pengendalian 
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intern yang lemah, penegakan peraturan yang kurang maksimal, dan 

penyalahgunaan posisi jabatan.  

c. Pembenaran (Rationalization) 

Pembenaran merupakan alasan dari diri individu untuk 

melegalkan atau membenarkan perilaku tidak etis atau menganggap 

perilaku ilegal yang diperbuat bukan suatu kesalahan. Pembenaran terjadi 

karena terdapat nilai tidak etis di lingkungan individu berada, yang 

membenarkan perilaku tidak jujur dan memperbolehkan individu 

melakukan tindakan menyimpang. 

Alasan peneliti menggunakan fraud triangle theory dalam 

penelitian ini adalah penelitian ini yang menganalisis dorongan seseorang 

melakukan fraud. Di mana teori fraud triangle dalam penerapannya 

terfokus pada sistem pengendalian intern pemerintah dan kultur 

organisasi. 

2. Agency Theory 

Agency theory atau biasa disebut dengan teori keagenan”ialah teori 

yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling di tahun (1976). Jensen dan 

Meckling (1976) dalam Lubis (2017) mendefinisikan teori keagenan sebagai 

hubungan berdasarkan kontrak yang timbul antara anggota, yaitu principal 

(pemilik) dan agent (agen/manajer). Principal ialah pihak yang memberi 

kekuasaan kepada agent untuk bekerja atas nama principal. Sedangkan 

agent ialah pihak yang diberi kekuasaan oleh principal untuk”melaksanakan 

pekerjaan demi kepentingan principal/pemilik. 
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Menurut Aprilliyanti (2018) hubungan keagenan dapat 

memunculkan dua macam permasalahan. Permasalahan pertama ialah 

ketidaksamaan tujuan antara principal dan agent. Ketidaksamaan tujuan 

dapat timbul karena principal dan agent mempunyai keinginan untuk 

memaksimalkan kepentingannya masing-masing, sehingga agent berpotensi 

untuk tidak selalu menjalankan wewenang yang diberikan oleh principal. 

Permasalahan kedua ialah ketidaksamaan informasi antara principal dan 

agent, akibat yang ditimbulkan ialah principal tidak dapat membuktikan 

tindakan agent bahwa agent telah menjalankan pekerjaan terbaik untuk 

kesejahteraan principal. 

Alasan peneliti menggunakan agency theory dalam penelitian ini 

yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang membahas hubungan antara 

satu atau lebih individu dengan satu atau lebih individu yang lain yang 

memiliki perbedaan tujuan dan perbedaan informasi yang didapat. Dalam 

konteks ini asimetri informasi menjadi fokus variabel dalam teori kegaenan. 

3. Kecenderungan Kecurangan (Fraud)  

Kecenderungan individu merupakan kecondongan dalam diri 

individu yang didasari pada kebutuhan, harapan, sikap, alasan, dan pelajaran 

masa lalu. Selain itu, faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku 

individu adalah perasaan, emosi, keakraban, dan arti penting. Sehingga rasa 

yang timbul pada setiap orang dalam merasakan dunia ini tidak sama, sebab 

persepsi antara orang-orang berdasarkan kecenderungan individu dan 

perasaan individu yang menerimanya. Oleh sebab itu, kebijakan organisasi 
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yang sama dapat dirasa berbeda oleh para pegawai karena memiliki fungsi 

dan tugas yang berbeda (Lubis, 2017). 

“Definisi fraud menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ialah salah 

saji yang muncul dari tindakan tidak seharusnya terhadap pelaporan 

keuangan atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), salah 

satu asosiasi yang berfokus dalam pemberantasan dan pencegahan 

kecurangan di USA mendefinisikan fraud sebagai perbuatan yang disengaja 

dan melawan hukum untuk tujuan memperkaya diri sendiri melalui 

penyalahgunaan aset organisasi. Pengelompokan fraud menurut The 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam (Firdaus, 2018) 

mengelompokkan kecurangan menjadi 3, yaitu:” 

a. “Kecurangan pada Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud) 

Kecurangan pada laporan keuangan bisa diartikan sebagai 

penyimpangan dalam bentuk salah saji material yang dapat merugikan 

pihak ketiga. Kecurangan tersebut bisa berbentuk financial dan non 

financial. Bentuk kecurangan terhadap laporan keuangan dapat dijumpai 

seperti menggunakan metode akuntansi yang tidak konsisten guna 

menaikkan atau menurunkan laba dan mencantumkan bukti transaksi 

yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.” 

b. Penyalahgunaan pada Aset (Asset Misappropriation)  

Penyalahgunaan pada aset terbagi menjadi dua macam yaitu 

kecurangan berupa kas dan kecurangan berupa non kas. Kecurangan 

berupa kas merupakan pengeluaran biaya yang tidak jujur misalnya: 
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menilap cek dari pelanggan, penggelapan kas, dan menahan cek untuk 

dibayarkan. Sedangkan kecurangan berupa non kas merupakan 

kecurangan atas persediaan dan aset, misalnya memakai fasilitas 

perusahaan untuk kepentingan pribadi.  

c. Korupsi (Corruption) 

Konteks pembahasan korupsi menurut ACFE terbagi menjadi 2 

macam, yaitu konflik kepentingan dan suap menyuap atau imbal balik. 

Konflik kepentingan merupakan benturan kepentingan antara seseorang 

atau kelompok yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak luar 

baik individu maupun kelompok. Contoh konflik kepentingan misalnya: 

anggota keluarga, saudara, teman dekat, dan pemilik saham. Sedangkan 

suap menyuap atau imbal balik merupakan fraud yang bisa berbentuk 

berupa pemberian ilegal, menerima komisi, dan membocorkan rahasia 

perusahaan baik dokumen maupun data.  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kecenderungan 

kecurangan menunjukkan adanya indikasi untuk melakukan perbuatan yang 

mengarah pada penipuan atau kecurangan. Kecenderungan kecurangan 

dalam pelaporan keuangan dapat disebut sebagai tindak korupsi dari adanya 

keterlibatan unsur-unsur dari fakta yang menyesatkan, penyalahgunaan 

kepercayaan, dan penyimpangan terhadap hukum yang berlaku (Sari, 2018). 

4. Asimetri Informasi 

Menurut Maulana (2020) asimetri informasi ialah kondisi di mana 

terjadi ketidakseimbangan informasi antara pengguna informasi/principal 

(legislatif, perwakilan rakyat, dan masyarakat) dengan penyedia 
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informasi/agent (pemerintah daerah/eksekutif). Kondisi yang demikian 

dapat memunculkan potensi bagi penyedia informasi untuk menyajikan 

informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya kepada 

pengguna informasi. Asimetri informasi menurut Zainal (2013) dalam 

Maulana (2020) mengklasifikasikannya menjadi dua macam, yaitu: 

a. Asimetri Informasi Vertikal 

Asimetri informasi vertikal ialah ketidakseimbangan informasi 

yang berasal dari tingkat bawah (bawahan) ke tingkat lebih atas 

(pimpinan). Kondisi seperti ini dapat merugikan atasan sebab atasan 

tidak mendapat informasi yang sebenarnya dari bawahan. Hal tersebut 

dapat terjadi karena terdapat kemungkinan pihak bawahan melakukan 

tindak kecurangan. 

b. Asimetri Informasi Horizontal 

Asimetri informasi horizontal ialah adanya kesenjangan informasi 

antar pegawai yang mempunyai posisi/jabatan sama akan tetapi 

mempunyai unit kerja yang berbeda. Kondisi tersebut dapat 

menyebabkan kesalahpahaman antar unit kerja, dikarenakan pegawai 

yang bekerja di suatu unit kerja menyajikan informasi yang berbeda dari 

informasi sebenarnya. Sehingga hal semacam ini dapat menimbulkan 

perbedaan informasi antara pegawai yang memiliki unit kerja yang 

berbeda. 

Berdasarkan klasifikasi di atas, dalam pengukuran variabel 

asimetri informasi peneliti menggunakan indikator dari Maulana (2020). 

Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Pengaruh Faktor Eksternal 

Kondisi di mana pegawai lebih paham atau mampu menilai 

risiko terkait hal-hal di luar instansi yang mungkin terjadi pada 

operasional unit yang menjadi tanggung jawabnya dibanding unit 

tanggung jawab lain. 

2. Pencapaian 

Kondisi di mana seorang pegawai lebih paham bagaimana unit 

tanggung jawabnya memenuhi pencapaian atas perencanaan yang 

sudah dibuat dibanding unit tanggung jawab lain. 

3. Kinerja Potesial 

Seorang pegawai lebih menguasai cara menyelesaikan tugas 

sesuai kualitas yang dapat dikembangkan pada unit yang menjadi 

tanggung jawabnya dibanding unit tanggung jawab lain. 

4. Input-Output 

Pegawai lebih mengetahui hubungan input-output yang ada 

dalam operasi internal yang meliputi besarnya pendapatan dan 

pengeluaran pada aktivitas operasi unit tanggung jawab yang mereka 

kelola. 

5. Teknis Pekerjaan 

Pegawai lebih mengetahui teknik pekerjaan yang mencangkup 

bagaimana cara unit tanggung jawabnya mencapai tujuan dibanding 

unit tanggung jawab lain. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa asimetri 

informasi ialah pendelegasian wewenang yang menyebabkan pegawai 
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lebih mengetahui prospek dan informasi instansi sehingga membuka 

peluang untuk bertindak curang dengan memberi informasi keuangan 

yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Tujuannya hanya karena 

ingin mendapat penilaian baik atas kinerja yang dijalankan (Aprilliyanti, 

2018).  

5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  

Sistem pengendalian intern pemerintah menurut Panggabean (2016) 

adalah sistem yang mencakup semua proses dalam instansi berupa desain 

yang memberi keyakinan memadai guna mencapai laporan keuangan yang 

dapat dipercaya, efektif dan efisien, serta kepatuhan mengenai peraturan dan 

hukum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses 

integral yang mengacu pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara 

terus menerus oleh seorang pimpinan dan semua pegawai guna tercapainya 

tujuan organisasi dengan memperhatikan keandalan laporan keuangan, 

aktivitas yang efektif dan efisien, perlindungan atas aset atau kekayaan 

negara, serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Panggabean (2016) terbagi 

menjadi lima komponen, diantaranya:” 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian merupakan bagian dari pengendalian 

intern yang mendorong organisasi terstruktur dan disiplin dalam 

menjalankan aktivitas. Lingkungan pengendalian dapat berupa prosedur, 

kebijakan, dan tindakan yang dapat memberi kesadaran bagi setiap 
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individu bahwa begitu pentingnya pengendalian di dalam organisasi 

seperti pembagian wewenang dan pemberian tanggung jawab. 

b. Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian merupakan prosedur atau kebijakan yang 

dibentuk sebagai upaya untuk mencapai tujuan dalam pelaporan 

keuangan secara objektif. Aktivitas dalam kegiatan pengendalian antara 

lain: dokumen dan bukti yang memadai, pengendalian atas aktiva, dan 

pemeriksaan secara independen atas pelaksanaan kegiatan.  

c. Penilaian Risiko 

Penilaian risiko merupakan usaha untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis risiko dalam pelaporan keuangan yang sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku. Aktivitas dalam penilaian risiko yaitu 

menentukan risiko sebagai bagian dari pengoperasian struktur 

pengendalian internal untuk menekan salah saji dan bersikap efektif 

terhadap risiko yang muncul.  

d. Informasi dan Komunikasi 

Informasi dan komunikasi merupakan desain yang digunakan 

untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengumpulkan data, mencatat, 

dan melaporkan seluruh transaksi di instansi guna memelihara 

akuntabilitas atas aset. Transaksi yang diharapkan harus memiliki 

kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, pengiktisaran, dan tepat waktu. 
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e. Pemantauan  

Pemantauan merupakan proses dalam menilai mutu kinerja sistem 

pengendalian internal yang dilakukan secara berkala guna menilai 

kualitas intern.  

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwasannya sistem 

pengendalian intern pemerintah dapat mendeteksi dan mencegah sesuatu 

yang tidak dikehendaki yaitu sesuatu yang mengarah pada hal-hal yang 

tidak diinginkan seperti kecurangan. Oleh sebab itu, sistem pengendalian 

intern pemerintah yang buruk dipandang dapat memicu terjadinya tindak 

kecurangan/fraud (Panggabean, 2016).  

6. Kultur Organisasi  

Panggabean (2016) menyatakan bahwa kultur atau budaya organisasi 

ialah norma, nilai, sikap, dan asumsi yang berkaitan dengan sikap anggota 

organisasi dalam melakukan suatu tindakan. Kultur atau budaya ialah sistem 

yang bersifat informal yang mengatur seorang individu dalam berperilaku di 

sebagian besar hidupnya. Norma merupakan aturan dalam mengatur 

seseorang dalam berperilaku secara tidak tertulis, sedangkan nilai 

merupakan sesuatu yang dipercaya atau diyakini seseorang dalam 

berperilaku di suatu lingkungan. Pengertian di atas mengacu bahwa budaya 

organisasi secara subjektif berhubungan dengan cara pandang individu 

dalam bertingkah laku di lingkungan organisasi. Artinya, norma-norma dan 

nilai-nilai dalam suatu organisasi mempengaruhi semua kegiatan organisasi 

tanpa disadari. Oleh sebab itu, kultur organisasi bisa menjadi faktor yang 

paling signifikan terhadap perilaku individu dalam organisasi. 
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Menurut Mudhofir (2020) kultur organisasi atau budaya organisasi 

adalah kepercayaan atau kebiasaan yang diulang-ulang oleh anggota 

organisasi. Di mana manusia dan budaya ialah dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Kondisi ini terjadi karena seorang individu 

dengan individu yang lain saling bersinergi, saling membutuhkan, dan 

saling berinteraksi. Selain itu, tingkah laku yang dilakukan seorang individu 

bisa berbentuk tingkah laku etis maupun tingkah laku tidak etis, tergantung 

bagaimana kultur organisasi yang biasa dilakukan dalam suatu organisasi, 

apakah seorang pimpinan berlaku etis atau tidak etis dalam memimpin di 

lingkungan organisasi. Mudhofir (2020) merinci lima indikator terkait kultur 

organisasi diantaranya: 

a. Model Peran yang Visible 

Pegawai akan melihat perilaku atasan sebagai acuan menjalankan 

perilaku di lingkungan organisasi. Seorang atasan diharapkan memiliki 

tingkah laku etis dalam bertindak, hal ini memberikan teladan positif bagi 

seluruh karyawan. 

b. Komunikasi Harapan-Harapan Etis 

Dengan mengkomunikasikan kode etik organisasi maka dapat 

meminimalkan ketidak pedulian terhadap etika, sebab dalam kode etik 

terdapat nilai-nilai dan berbagai aturan etis organisasi yang akan dipatuhi 

oleh seluruh pegawai. 

c. Pelatihan Etis 

Pelatihan etis yang dimaksud ialah mengadakan pelatihan atau 

seminar guna memperkuat standar tuntutan organisasi. Pelatihan etis 



 

21 
 

meliputi penjelasan terkait praktik yang diperbolehkan atau tidak 

diperbolehkan dalam organisasi serta cara menangani dilema etika yang 

mungkin muncul.  

d. Hukuman Bagi yang Tidak Etis 

Seorang atasan hendaknya memberi hukuman kepada pegawai 

yang tidak etis dan memberi penghargaan kepada pegawai yang 

melakukan tindakan etis dalam suatu organisasi. 

e. Mekanisme Perlindungan Etika 

Di sebuah organisasi hendaknya memiliki mekanisme 

perlindungan etis sebagai wadah untuk mendiskusikan dilema etika dan 

melaporkan perilaku yang tidak etis di lingkungan organisasi.  

Berdasarkan pemaparan di atas maka bisa disimpulkan bahwasannya 

kultur organisasi yaitu suatu pemahaman yang dipercaya oleh anggota 

organisasi dalam bertindak dan memecahkan masalah. Pemahaman tersebut 

menjadi persepsi yang dianut oleh anggota organisasi dalam bertingkah laku 

etis maupun tidak etis, tergantung bagaimana seorang pemimpin organisasi 

bertindak dalam lingkungan organisasi. 

7. Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan dapat diartikan sebagai kemampuan dalam memecahkan 

masalah, kemampuan meraih tujuan, serta kemampuan menempatkan diri 

dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dengan demikian seorang 

individu yang mempunyai kecerdasan yang baik maka mempunyai 

kemampuan dalam memecahkan masalah, mempelajari hal baru, serta 

menempatkan diri dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sedangkan 
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spiritual pada dasarnya berbeda dengan agama. Spiritual merupakan sifat 

asli sejak lahir manusia. Sedangkan agama adalah ajaran yang masuk ke 

dalam tubuh manusia, sehingga ajaran agama yang dilakukan dengan baik 

maka dapat meningkatkan spiritual manusia. Spiritual juga dapat diartikan 

sebagai kebutuhan dasar dan pencapaian tertinggi dalam kehidupan. 

Kebutuhan dasar tersebut seperti keamanan, keselamatan, cinta kasih, 

aktualisasi diri, dan rasa dihargai. Selain itu, spiritual juga dapat diartikan 

sebagai keyakinan yang berhubungan dengan Sang Maha Pencipta, sehingga 

kecerdasan spiritual memiliki arti kemampuan individu dalam menjalani 

kehidupan berdasarkan keyakinan yang dianut manusia untuk mendapatkan 

keamanan, keselamatan, cinta kasih, aktualisasi diri, dan rasa dihargai 

(Pakpahan, 2021).  

Menurut Masdiana (2019) kecerdasan spiritual merupakan hubungan 

individu dengan Sang Pencipta, dalam diri individu terdapat jiwa dan roh 

yang membentengi dirinya dalam melakukan segala aktivitas menurut 

kehendak Tuhan yang menciptakannya. Penelitian yang dilakukan Masdiana 

(2019) menyimpulkan bahwa individu yang mempunyai kedekatan spiritual 

yang baik maka akan menjauhi tindakan menyimpang atau kecurangan, 

karena dalam jiwa individu tersebut mengedepankan keimanan dan 

spiritualitas sehingga dalam beraktivitas mampu bertingkah laku etis.  

Kecerdasan spiritual menurut Cinthyani (2020) ialah kemampuan 

seseorang dalam memaknai bagaimana arti hidup dan bagaimana 

memahami segala perbuatan yang dilakukan yang hubungannya dengan 
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spiritualitas kepada Tuhan. Terdapat lima indikator kecerdasan spiritual 

dalam diri individu yang berkembang baik, diantaranya: 

a. Kemampuan untuk Bersikap Fleksibel 

Kemampuan individu yang mencangkup sikap adaptif secara aktif 

dan spontan di lingkungan baru di mana individu mampu menghadapi 

kondisi kegagalan. 

b. Tingkat Kesadaran yang Tinggi 

Dengan tingkat kesadaran hidup yang tinggi, maka individu 

mampu menjadi bijak dalam berpikir dan berucap di kehidupan sehari-

hari, sehingga individu mampu mengendalikan diri dan tidak panik saat 

menghadapi kesulitan. 

c. Kemampuan untuk Menghadapi dan Memanfaatkan Kegagalan 

Kemampuan seorang individu dalam menghadapi kegagalan dan 

menjadikan kegagalan yang dialami sebagai motivasi untuk lebih baik 

dalam menjalani kehidupan di kemudian hari. 

d. Kemampuan untuk Menghadapi dan Melampaui Rasa Sakit 

Kemampuan individu di mana saat seorang individu mengalami 

rasa sakit, ia sadar akan keterbatasan dirinya dan menjadikannya lebih 

dekat dengan Tuhan yang menciptakannya. 

e. Kualitas Hidup yang Dibuat oleh Visi dan Nilai-Nilai 

Kualitas hidup yang didasarkan pada visi dan nilai-nilai 

kehidupan sehingga individu dapat melihat hal positif maupun hal negatif 

dari setiap kejadian. 
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Dari definisi kecerdasan spiritual di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa kecerdasan spiritual dapat diartikan sebagai kemampuan individu 

dalam menjalani kehidupan yang meliputi hubungan seorang individu 

dengan Tuhan yang menciptakannya, tidak hanya sekedar melakukan ibadah 

namun juga melakukan segala perintah dari sang Pencipta sehingga dapat 

membentuk karakter yang bermoral berdasarkan keyakinan yang dianut 

individu.  

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang menerangkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan pegawai dengan 

menggunakan variabel yang telah menghasilkan beberapa kesimpulan. 

Beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian mengenai fraud 

disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 1 Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Afsari (2016) Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Kecenderungan 

Kecurangan 

(Fraud) di Sektor 

Pemerintahan 

Berdasarkan 

Teori Fraud 

Triangle: 

Persepsi Pegawai 

Pemerintahan 

(Studi pada 

SKPD di 

Kabupaten 

Jember) 

Variabel 

Independen: 

Kesesuaian 

kompensasi, 

komitmen organisasi, 

gaya kepemimpinan, 

sistem pengendalian 

intern pemerintah, 

penegakan peraturan, 

dan budaya etis 

organisasi. 

Variabel 

Dependen: 

Kecenderungan 

kecurangan (fraud) 

 

  Kesesuaian 

kompensasi dan 

komitmen organisasi 

berpengaruh positif 

terhadap 

kecenderungan fraud, 

sedangkan  gaya 

kepemimpinan, sistem 

pengendalian intern 

pemerintah, 

penegakan peraturan, 

dan budaya etis 

organisasi tidak 

berpengaruh terhadap 

kecenderungan 

kecurangan di sektor 

pemerintah 

2. Panggabean 

(2016) 

  Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Fraud di 

Lingkungan 

Instansi 

Kabupaten Karo 

Variabel 

Independen: 

Gaya 

kepemimpinan, 

sistem pengendalian 

intern pemerintah, 

kesesuaian 

kompensasi, dan 

budaya etis 

organisasi. 

Variabel 

Dependen: 

Kecenderungan 

Fraud 

Hasilnya ialah gaya 

kepemimpinan, sistem 

pengendalian intern 

pemerintah, 

kesesuaian 

kompensasi, dan 

budaya etis organisasi 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

fraud di lingkungan 

instansi pemerintah 

3. Permatasari, 

dkk. (2017) 

 Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Terjadinya 

Kecenderungan 

Kecurangan 

(Fraud) di Sektor 

Pemerintah (Studi 

pada Pegawai 

Pemerintah 

Kabupaten 

Banyuwangi 

Variabel 

Independen: 

Gaya 

kepemimpinan, 

kesesuaian 

kompensasi, sistem 

pengendalian 

internal, penegakan 

hukum, asimetri 

informasi, dan kultur 

organisasi. 

Variabel 

Dependen: 

Kecenderungan 

kecurangan 

Sistem pengendalian 

internal, kesesuaian 

informasi, dan asimetri 

informasi tidak 

berpengaruh terhadap  

kecenderungan 

kecurangan, 

sedangkan kultur 

organisasi, gaya 

kepemimpinan, dan 

penegakan hukum 

berpengaruh negatif 

terhadap 

kecenderungan 

kecurangan (fraud)  
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4. Cinthyani 

(2020) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Kecenderungan 

Kecurangan 

Akuntansi pada 

LPD di 

Kecamatan Seririt 

Variabel 

Independen: 

Asimetri informasi, 

kecerdasan spiritual, 

dan ketaatan aturan 

akuntansi.  

Variabel 

Dependen: 

Kecenderungan 

kecurangan 

Hasilnya asimetri 

informasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap 

kecenderungan 

kecurangan akuntansi. 

Kecerdasan spiritual, 

dan ketaatan aturan 

akuntansi berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap 

kecenderungan 

kecurangan akuntansi 

5. Mudhofir 

(2020) 

Faktor-Faktor 

yang 

Berpengaruh 

terhadap 

Kecenderungan 

Kecurangan 

(Fraud): Persepsi 

Pegawai 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten 

Ponorogo 

 Variabel 

Independen: 

Keadilan distribusi, 

keadilan prosedural, 

sistem pengendalian 

intern pemerintah, 

penegakan 

peraturan, komitmen 

organisasi, dan 

budaya organisasi. 

Variabel Dependen: 

Kecenderungan  

kecurangan (fraud) 

 Hasil menunjukkan 

bahwa keadilan 

distribusi dan SPIP 

berpengaruh negatif 

terhadap 

kecenderungan 

kecurangan(fraud), 

sedangkan keadilan 

prosedural, penegakan 

peraturan, komitmen 

dan budaya organisasi 

tidak berpengaruh 

terhadap 

kecenderungan 

kecurangan (fraud) 

         Sumber: Data penelitian terdahulu, 2021 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2017) ialah model konseptual 

mengenai hubungan antara teori dan berbagai faktor yang diidentifikasikan 

sebagai permasalahan yang dianggap relevan. Berdasarkan latar belakang, 

landasan teori dan review penelitian terdahulu maka kerangka konseptual yang 

akan diteliti sebagai berikut: 
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Keterangan Simbol:   : Pengaruh secara parsial 

: Pengaruh secara serempak 

 

Dari gambar 1 peta konsep penelitian di atas dapat dilihat bahwa 

kecenderungan kecurangan (fraud) dapat dipengaruhi oleh empat faktor 

variabel yaitu asimetri informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, kultur 

organisasi, dan kecerdasan spiritual. Keempat variabel independen tersebut 

diduga memiliki pengaruh pada kecenderungan kecurangan di sektor 

pemerintahan baik secara khusus (parsial) atau secara umum (serempak). 

D. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis ialah jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah 

dijabarkan sebelumnya dalam bentuk pertanyaan. Jawaban dikatakan 

sementara karena jawaban dilandaskan pada teori yang relevan bukan pada 

fakta empiris dari pengumpulan data di lapangan (Sugiyono, 2017). Dari 

Gambar 1 Peta Konsep 

Asimetri Informasi X
1
 

Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah X
2
 

Kultur Organisasi X
3
 

Kecerdasan Spiritual X
4
 

Kecenderungan 

Kecurangan (Fraud) Y  

H
1
 

H
2
 

H
3
 

H
4
 

H
5
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kerangka konseptual yang telah dibahas sebelumnya maka dapat ditarik 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan  

(fraud) di sektor pemerintahan” 

Adanya asimetri informasi (ketidakselarasan informasi) dirasa dapat  

mempengaruhi pegawai pemerintahan melakukan tindak kecurangan. Sari 

(2018) menyatakan adanya ketidakselarasan informasi antara pegawai 

dengan prinsipal memicu pegawai untuk melaporkan informasi tidak sesuai 

dengan kondisi sebenarnya. Menurut Cinthyani (2020) semakin tinggi 

asimetri informasi antara pihak pengelola laporan keuangan dengan pihak 

pengguna laporan keuangan, maka kecenderungan kecurangan (fraud) akan 

semakin meningkat. 

Riset Sari (2018) dan Cinthyani (2020) menunjukkan bahwa asimetri 

informasi mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan, artinya 

jika dalam instansi pemerintahan mempunyai tingkat asimetri informasi 

yang tinggi maka tingkat kecenderungan kecurangan akan semakin 

meningkat. Berbeda dengan riset Aprilliyanti (2018) yang mengatakan 

bahwa asimetri informasi tidak mempengaruhi kecenderungan kecurangan 

(fraud) di instansi pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis 

yang muncul yaitu: 

“H01  :   Asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. 

Ha1   :   Asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan    

kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan.” 
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2. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap  

kecenderungan kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan 

Sistem pengendalian intern pemerintah ialah salah satu sistem yang 

dapat menghindari adanya kecurangan (fraud) yang terjadi di sektor 

pemerintahan (Aprilliyanti, 2018). Tujuan adanya sistem pengendalian 

intern pemerintah pada suatu organisasi yaitu untuk mengatur jalannya 

operasi dalam organisasi dan mencegah penyelewengan yang mungkin 

muncul.  

Searah dengan riset Panggabean (2016) yang menyimpulkan bahwa 

sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap 

fraud di sektor pemerintahan. Akan tetapi hasil tersebut bertolak belakang 

dengan riset Afsari (2016) dan Permatasari, dkk. (2017) yang 

mengemukakan bahwa efektif tidaknya pengendalian intern pemerintah 

tidak bisa menekan kecenderungan kecurangan (fraud) oleh pegawai 

pemerintahan. Sesuai pemaparan yang dikemukakan di atas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H02 : Sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh   

terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) di sektor 

pemerintahan. 

Ha2  :  Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. 
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3. Pengaruh kultur organisasi terhadap kecenderungan kecurangan 

(fraud) di sektor pemerintahan 

Kultur organisasi dapat dijadikan sebagai petunjuk arah seorang 

pegawai dalam bertindak. Menurut Aprilliyanti (2018) sebagian besar 

individu sering kali mengikuti tindakan yang dijalankan oleh sebagian besar 

anggota organisasi/perusahaan. Semakin baik kultur organisasi di 

lingkungan pemerintahan maka semakin rendah tingkat kecurangan di 

sektor pemerintahan, sebaliknya semakin buruk kultur organisasi di suatu 

pemerintahan maka akan membuka kesempatan pegawai melakukan 

kecurangan (Permatasari, dkk., 2017). 

Sejalan dengan riset Panggabean (2016) dan Aprilliyanti (2018) 

bahwasannya kultur organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kecenderungan fraud, artinya kultur organisasi yang baik bisa menekan 

kecenderungan kecurangan (fraud). Sedangkan riset Afsari (2016) dan 

Mudhofir (2020) menyimpulkan bahwa kultur organisasi tidak 

mempengaruhi kecenderungan kecurangan (fraud), artinya walaupun kultur 

organisasi berjalan baik akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya 

fraud. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H03   :   Kultur organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. 

Ha3 : Kultur organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. 
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4. Pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kecenderungan kecurangan 

(fraud) di sektor pemerintahan 

Kecerdasan spiritual ialah instrumen penting dalam membentuk sifat 

individu yang bermoral. Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang 

baik maka akan membawanya kearah berperilaku etis sehingga dapat 

menghindari diri dari tindakan menyimpang. Anggreni (2020) mengatakan 

bahwa seseorang dengan tingkat spiritual yang baik maka akan 

meminimalisir terjadinya kecurangan, karena seseorang yang memiliki 

tingkat spiritualitas yang tinggi maka lebih empati dan mempedulikan 

perasaan orang lain. Jadi, semakin baik tingkat kecerdasan spiritual 

seseorang maka semakin rendah tingkat kecenderungan kecurangan (fraud). 

Riset Melisa (2017) dan Cinthyani (2020) menyatakan bahwa 

kecerdasan spiritual berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kecenderungan fraud di sektor pemerintahan. Akan tetapi riset Urumsah, 

dkk. (2016) menyimpulkan bahwasannya kecerdasan spiritual tidak 

mempengaruhi kecenderungan kecurangan di pemerintahan, karena untuk 

mengatasi masalah kecurangan diperlukan adanya usaha dari pihak 

organisasi dan pimpinan organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis 

yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H04 :  Kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. 

Ha4 :  Kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kecenderungan    

kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. 
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5. Pengaruh asimetri informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, 

kultur organisasi, dan kecerdasan spiritual terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan 

Asimetri informasi dapat memberi kesempatan pegawai untuk 

berbuat kecurangan, karena informasi dari pihak penyedia informasi tidak 

sejalan dengan informasi yang terjadi, hal ini akan semakin besar memberi 

peluang terjadinya kecurangan apabila suatu intansi pemerintahan tidak 

menjalankan sistem pengendalian intern yang efektif. Menurut Sari (2018) 

apabila pengendalian intern pemerintahan dijalankan secara memadai maka 

dapat menekan terjadinya asimetri informasi. 

Selain itu, penerapan kultur atau kebiasaan pemimpin yang 

diimbangi dengan kecerdasan spiritual yang baik akan membawa anggota 

organisasi ke jalur berperilaku etis sehingga dapat menurunkan tingkat 

kecurangan (fraud). Penelitian ini akan menguji secara parsial (individual) 

dan simultan (serempak) variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Dari uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: 

H05 : Asimetri informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, 

kultur organisasi, dan kecerdasan spiritual tidak berpengaruh 

terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) di sektor 

pemerintahan. 

Ha5 : Asimetri informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, 

kultur organisasi, dan kecerdasan spiritual berpengaruh 

terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) di sektor 

pemerintahan. 


